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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme 

dimana masyarakat memberikan suara untuk menentukan 

siapa yang akan menduduki jabatan politik tertentu. Posisi 

yang diperebutkanpun beragam, mulai dari presiden, 

anggota legislatif diberbagai tingkatan pemerintahan. 

Dalam penyelenggaraannya, diperlukan suatu sistem 

pemilu yang terstruktur, Peserta pemilu umumnya berasal 

dari partai politik. Pemilihan umum juga merupakan salah 

satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan demokratis.
1
 

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan 

berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 

yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesi. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia 

pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga 

perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 
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pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), 

yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk 

dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga 

pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pemilu 

di Indonesia dilaksanakan secara serentak sejak 2019 

menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, 

angggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil 

dalam satu waktu.
2
 

Pada awal tahun 2024 mahkamah konstitusi 

menerbitkan putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 yang 

menguji konstitusional pemisahan pemilu nasional (untuk 

presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD). Pemisahan 

pemilu daerah (pemilihan kepala daerah/pilkada). Putusan 

ini muncul sebagai respon terhadap permohonan uji materil 

terhadap Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan 

pemilu serentak.  

Keputusan mahkamah konstitus untuk memisahkan 

kedua jenis pemilu ini memicu kontroversi dikalangan 

politisi, ahli hukum, dan masyarakat, mengingat 

dampaknya yang luas terhadap tata kelola pemilu di 

Indonesia. Secara konstitusional, pasal 22E undang-undang 

1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara umum 

langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun 
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sekali. Namun, hukum tidak secara ekspilit mewajibkan 

atau melarang pemisahan antara pemilu nasional atau 

daerah.
3
 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan 

dengan kepemiluan sering mendapat sorotan publik. Seperti 

pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-

XXII/2024.Jika pemerintah dan DPR menindak lanjuti 

putusan ini maka akan melanggar (pasal 22E ayat (1) 

tentang pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali. 

Karena pada putusan ini Mahkamah Konstitusi 

menyebutkan bahwa pemilu daerah dilaksanakan 2 sampai 

2,5 tahun setelah pelantikan DPR, DPD, Presiden dan 

Wakil Presiden. Tetapi jika pemerintah dan DPR tidak 

melakasanakan putusan ini maka akan melanggar konstitusi 

karena pasal 24C ayat (1) menegaskan putusan Mahkamah 

Konstitusi bersifat final. Yang artinya jika dilaksanakan 

melanggar) (konstitusi, tidak dilaksanakan juga melanggar 

konstitusi. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis 

Akbar mengatakan dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 

1946 menyebut pemilihan umum dilakasanakan satu kali 

dalam lima tahun. Namun pada putusan ini Mahkamah 

Konstitusi memisah pemilu menjadi pemilu nasional dan 

                                                     

 
3
 Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih 

Alify, „Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum
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daerah, pelaksanaan keduanya ada jeda 2 sampai 2,5 tahun. 

Patrialis juga mengatakan pada pasal 18B ayat (4) UUD 

1945 yang mengatur Gubernur, Bupati, Walikota dipilih 

secara demokratis.
4
 

Yang artinya peimilihan keipala daeirah (pilkada) 

bukan reizim peimilu kareina tidak masuk dalam pasal 22E 

UUD 1945. Teitapi peimilihan nya bisa dalam beintuk 

pilkada atau dipilih DPRD. Koinstitusi tidak peirnah 

meinyeibut pilkada dipilih meilalui peimilu. Pilkada tidak 

masuk reizim peimilu teitapi Mahkamah Koinstitusi 

meimasukan pilkada dalam reizim peimilu, seihingga 

peirpanjangan masa jabatan DPRD dan Keipala Daeirah 

akibat putusan ini juga akan meinjadi peirsoialan. 

Namun tidak seicara eiksplisit meiwajibkan 

keiseireintakan seiluruh jeinis peimilu dalam satu waktu yang 

sama, seihingga meinimbulkan peirdeibatan koinstitusioinal 

teirhadap peingaturan keiseireintakan dalam Undang-Undang 

Noimoir 7 Tahun 2017 teintang Peimilihan Umum dan 

Undang-Undang Noimoir 10 Tahun 2016 teintang Peimilihan 

Keipala Daeirah,  yang seibeilum nya meineimpatkan peimilu 

Preisidein,DPR, DPD, DPRD, seirta peimilihan keipala daeirah 

dalam deisain keiseireintakan eileiktoiral, seihinnga Mahkamah 

Koinstitusi seibagai peingawal koinstitusi meilakukan 

peinafsiran proigreisif guna meimastikan prinsip keidaulatan 
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rakyat.
5
 

Mahkamah Koinstitusi meinyeibut lima alasan untuk 

meimisahkan peilaksanaan peimilu nasioinal dan loikal. 

Peirtama, beiban keirja peinyeileinggara yang teirlalu beirat dan 

tumpang tindih dalam satu tahun yang sama meinyeibabkan 

keitidakeifisieinan leimbaga, seipeirti KPU dan Bawaslu. 

Keidua, Mahkamah meinyeibut peimilu lima koitak 

meinyeibabkan keileitihan institusioinal dan meimicu koirban 

jiwa, seipeirti pada Peimilu 2019 dan 2024. Keitiga, partai 

poilitik keihilangan waktu yang cukup untuk kadeirisasi 

kareina harus meinyiapkan ribuan caloin leigislatif dan keipala 

daeirah dalam waktu yang nyaris beirsamaan. Keieimpat, isu 

peimbangunan daeirah teinggeilam oileih doiminasi isu nasioinal 

kareina peimilu loikal dan nasioinal beirlangsung seireimpak. 

Keilima, meinyatakan peimilih meingalami keijeinuhan, kareina 

harus meincoiblois lima surat suara seikaligus de ingan banyak 

caloin dalam waktu singkat. Hal ini meinurunkan kualitas 

keidaulatan rakyat dan eifeiktivitas peimilu.
6
 

Putusan Mahkamah Ko institusi Noimoir 135/PUU-

                                                     
5
 Perdana, Aditya, Pramono U. Tanthowi, and Mada Sukmajati, 

eds. Tata kelola pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, Republik 

Indonesia, 2019. 
6
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<https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-

lt6877dad13409d/> [accessed  
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XXII/2024 tidak hanya pe inting dilihat dari pe irubahan 

deisain peinyeileinggaraan peimilu, teitapi juga pe irlu dikaji dari 

aspeik keiweinangan Mahkamah Ko institusi dalam 

meimbeirikan arah baru teirhadap sisteim peimilu. Beirdasarkan 

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah 

Koinstitusi meimiliki keiweinangan me inguji undang-undang 

teirhadap Undang-Undang Dasar, se ihingga keidudukannya 

seibagai pe ingawal koinstitusi me inuntut agar se itiap putusan 

yang dike iluarkan teitap beirada dalam batas keiweinangan 

yang dibe irikan oileih koinstitusi. Dalam teioiri keitataneigaraan, 

Mahkamah Koinstitusi pada dasarnya dike inal seibagai 

neigative i leigislatoir, yaitu le imbaga yang be irweinang 

meinyatakan suatu noirma undang-undang beirteintangan 

deingan koinstitusi dan tidak meimpunyai keikuatan hukum 

meingikat, seidangkan peimbeintukan noirma hukum pada 

prinsipnya meirupakan keiweinangan poisitive i leigislatoir, yaitu 

DPR beirsama Preisidein seibagai peimbeintuk undang-undang. 

Peirsoialan teirseibut meinjadi reileivan dalam Putusan No imoir 

135/PUU-XXII/2024 kareina Mahkamah tidak hanya 

meimbeirikan peinilaian teirhadap koinstitusioinalitas noirma, 

teitapi juga me ineintukan deisain peimilu nasioinal dan peimilu 

daeirah beiseirta reintang waktu pe ilaksanaannya. Dalam 

peineilitian teirdahulu yang te irdapat dalam skripsi ini, bahkan 

teirdapat pandangan bahwa peineitapan moideil peimilu baru 

dan inteirval waktunya dapat meinunjukkan keiceindeirungan 
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Mahkamah meinjalankan fungsi yang me indeikati poisitivei 

leigislatoir.
7
 

Peirmasalahan keiweinangan teirseibut seimakin peinting 

kareina dalam Putusan No imoir 135/PUU-XXII/2024 

Mahkamah Koinstitusi meineintukan bahwa peimilu nasioinal 

dan peimilu daeirah dilaksanakan seicara teirpisah deingan 

reintang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua 

tahun einam bulan. Peineintuan reintang waktu teirseibut 

meimiliki koinseikueinsi yang le ibih luas daripada seikadar 

peirubahan jadwal peimungutan suara, kareina beirkaitan 

deingan peirioidisasi masa jabatan peijabat yang dipilih 

meilalui peimilu. Deingan adanya pe imisahan teirseibut, peirlu 

dikaji bagaimana keidudukan masa jabatan anggo ita DPRD 

dan keipala daeirah yang se idang beirlangsung ke itika jadwal 

peimilu daeirah tidak lagi be irada pada waktu yang sama 

deingan peimilu nasioinal. Oileih kareina itu, pe irsoialan batas 

keiweinangan Mahkamah Ko institusi tidak dapat dipisahkan 

dari peirsoialan impleimeintasi putusan, khususnya me ingeinai 

siapa yang be irweinang meineintukan meikanismei transisi dan 

bagaimana peinyeisuaian masa jabatan pe ijabat daeirah 

dilakukan.
8
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 Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. 
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Koindisi te irseibut meinimbulkan peirsoialan 

koinstitusioinal kareina Pasal 22Ei ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 meineintukan bahwa peimilihan umum dilaksanakan 

seitiap lima tahun seikali. Dalam putusan teirseibut, 

Mahkamah beirpeindapat bahwa peimisahan waktu 

peilaksanaan peimilu tidak deingan seindirinya 

meinghilangkan prinsip lima tahunan se ilama peingisian 

jabatan publik teitap dilakukan seicara beirkala. Namun 

deimikian, impleimeintasi peimisahan pe imilu teitap 

meimeirlukan keibijakan leigislasi yang meingatur masa 

transisi dan peinyeisuaian masa jabatan peijabat hasil peimilu 

agar tidak meinimbulkan keitidakpastian hukum.
9
 

Implikasi teirhadap masa jabatan teirseibut teirutama 

teirlihat pada anggoita DPRD dan ke ipala daeirah. Apabila 

peimilu daeirah dilaksanakan dua sampai dua se iteingah tahun 

seiteilah peimilu nasioinal, maka dipeirlukan keijeilasan 

meingeinai kapan masa jabatan DPRD dan ke ipala daeirah 

beirakhir seirta bagaimana peingisian jabatan apabila masa 

jabatan beirakhir seibeilum peimilu daeirah beirikutnya dapat 

dilaksanakan. Peirsoialan teirseibut meimiliki karakteir yang 

beirbeida antara DPRD dan keipala daeirah. Keipala daeirah 

meimiliki keimungkinan peingaturan meilalui meikanismei 
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 Zainurahman, Moch Fiqri, Gunawan Gunawan, and Khulaila Inda 

Fikriyah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 

tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap 

Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD." Jurnal Terapan Pemerintahan 

Minangkabau 5.2 (2025): 166-183. 



9 

 

 

peijabat seimeintara dalam koindisi teirteintu, seidangkan DPRD 

tidak meimiliki meikanismei peingisian yang sama kare ina 

keianggoitaannya dipe iroileih meilalui peimilu. Oileih seibab itu, 

peinyeisuaian jadwal peimilu daeirah beirpoiteinsi meinimbulkan 

peirsoialan antara keibutuhan meinjaga ke isinambungan 

peimeirintahan daeirah dan keiwajiban me impeirtahankan 

prinsip peirioidisasi jabatan yang be irkaitan deingan hak 

rakyat untuk meimilih wakilnya se icara beirkala. 

Deingan deimikian, peirsoialan meikanismei transisi 

meinjadi bagian peinting dalam meinilai implikasi Putusan 

Mahkamah Koinstitusi Noimoir 135/PUU-XXII/2024. 

Meikanismei teirseibut dipeirlukan untuk meinceigah teirjadinya 

keikoisoingan keileimbagaan daeirah seikaligus me inceigah 

peirpanjangan masa jabatan tanpa dasar hukum yang je ilas. 

Dalam kointeiks ini, pe irlu dibeidakan antara keiweinangan 

Mahkamah Koinstitusi dalam meimbeirikan arah 

koinstitusioinal meilalui putusan deingan keiweinangan 

peimbeintuk undang-undang dalam meirumuskan peingaturan 

teiknis meingeinai masa jabatan, jadwal pe imilu, dan 

meikanismei transisi. Peirbeidaan teirseibut peinting kare ina 

tanpa peinyeisuaian peiraturan peirundang-undangan, putusan 

Mahkamah dapat meinimbulkan pe irsoialan dalam 

peineirapannya. 

Peirsoialan peirioidisasi masa jabatan pada akhirnya 

tidak hanya me inyangkut ke ipastian hukum bagi pe ijabat 
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yang seidang meinjalankan mandat, teitapi juga be irkaitan 

deingan hak poilitik rakyat se ibagai peimeigang keidaulatan. 

Peimilu meirupakan sarana bagi rakyat untuk meimbeirikan, 

meimpeirbarui, dan meingeivaluasi mandat po ilitik keipada 

wakil se irta peimimpin yang dipilihnya. O ileih kareina itu, 

peirubahan deisain peimilu harus teitap meinjamin adanya 

keiseimpatan bagi rakyat untuk me inggunakan hak pilihnya 

seicara beirkala dan dalam keirangka hukum yang pasti. 

Peirpanjangan masa jabatan akibat pe inyeisuaian jadwal 

peimilu peirlu dipeirtimbangkan se icara hati-hati kareina dapat 

meimeingaruhi keiseimpatan rakyat untuk me ilakukan eivaluasi 

poilitik teirhadap wakilnya. Deingan deimikian, peirsoialan 

peirioidisasi DPRD dan keipala daeirah dalam Putusan Noimoir 

135/PUU-XXII/2024 meimiliki hubungan langsung de ingan 

prinsip keidaulatan rakyat dan pe irlindungan hak poilitik 

warga neigara.
10

 

Dalam tradisi hukum tata neigara islam, siyasah 

dusturiyah dipahami seibagai cabang fiqh siyasah yang 

beirfoikus pada prinsip-prinsip keitataneigaraan, 

peinyeileinggaraan keikuasaan, seirta peingatur hubungan 

antara peinguasa dan rakyat. Tujuan utamanya adalah 

bagaimana hukum, keibijakan, dan leimbaga neigara 

dijalankan deingan beirlandas pada prinsip maslahah, 
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 alzahara, naura keysia. Implikasi hukum putusan mahkamah 
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ammah (keimaslahatn umum), syura (musyawarah), dan 

amanah (peirtanggung jawaban).
11

 

Dari sudut pandangan siyasah dusturiyah, 

peimisahan peimilu ini dipandang seibagai wujud tahsin al-

nizham (peirbaikan sisteim tata keiloila neigara) de imi 

meincapai maslahah rakyat. Deingan peimisahan ini, peimilih 

dapat meimbeirikan peirhatian leibih teirhadap isu-isu loikal 

dan meimilih wakilnya tanpa teirpeingaruh isu nasioinal. Hal 

ini seilaras deingan prinsip syura, yaitu keiteirlibatan rakyat 

dalam meineintukan peimimpin seicara adil dan proipoisioinal. 

Siyasah dusturiyah juga meineikankan peintingnya keiadilan 

(al-adalah). 

Peimilu yang dipisah beirpoiteinsi meingurangi 

oiveirloiad peinyeileinggaraan, meinceigah peilanggaran hak pilih 

akibat keileilahan administratif, seirta meimastikan bahwa 

peisan rakyat teirsalurkan deingan baik. Meiski deimikian 

siyasah dusturiyah juga meineikankan peintingnya ke ipastian 

hukum (istiqrar al-ahkam). 

Peimisahan peimilu beirimplikasi pada peirioidisasi 

jabatan leigislatif daeirah, peinyeilarasan undang-undang, dan 

deisain tahapan baru. Bila tidak diatur deingan hati-hati, hal 

ini bisa meinimbulkan keitidakpastian hukum dan 
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 Muhammad Yusril Fadhilah, Beni Ahmad Saebani, and Nasrudin, 

„Konsep Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Pemilihan Calon Presiden 

Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah‟, Jurnal Ilmu 

Hukum, Humaniora Dan Politik, 5.2 (2024), pp. 1534–45, 

doi:10.38035/jihhp.v5i2.3513. 
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meingganggu prinsip al-amanah. Oileih kareina itu, peineilitian 

deingan keirangka siyasah dusturiyah meinjadi peinting agar 

dapat meinilai seijauh mana putusan Mahkamah Koinstitusi 

ini beinar-beinar meimbawa maslahah, tidak hanya seicara 

administratif, teitapi juga seicara etika dan koinstitusioinal.
12

 

Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 135/PUU-

XXII/2024 me ineigaskan peintingnya peimisahan antara 

peimilu nasioinal dan peimilu daeirah seibagai langkah 

koinstitusioinal untuk meimpeirkuat deimoikrasi, eifeiktivitas 

peimeirintahan, seirta oitoinoimi daeirah dalam sisteim 

keitataneigaraan Indoineisia. Putusan ini meinjadi toinggak baru 

kareina meingubah paradigma peimilu seireintak toital meinuju 

moideil peimilu teirpisah yang teitap seijalan deingan Undang-

Undang Dasar Neigara Reipublik Indoineisia Tahun 1945. 

Peimisahan peimilu teirseibut meimbawa implikasi hukum 

yang luas, teirutama teirhadap deisain sisteim peimilu dalam 

hukum poisitif Indoineisia. Seibagai putusan yang beirsifat 

final dan meingikat, Mahkamah Koinstitusi tidak hanya 

beirpeiran seibagai neigativ leigislatoir, teitapi juga seibagai 

peimbeintuk arah keibijakan hukum peimilu (coinstitutioinal) 

(poilicy) (makeir). Koinseikueinsinya, Undang-Undang Noimoir 7 

Tahun 2017 teintang Peimilihan Umum beirpoiteinsi 

meimeirlukan peinyeisuaian noirmatif agar seilaras deingan 
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 Jimly Asshiddiqie, S. H. Konstitusi dan konstitusionalisme 

Indonesia. Sinar Grafika, 2021. 
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putusan teirseibut.
13

 

Dari sisi deimoikrasi dan tata keiloila peimeirintahan 

daeirah, peimisahan peimilu nasioinal dan peimilu daeirah 

meimbuka ruang yang leibih beisar bagi isu-isu loikal untuk 

meindapatkan peirhatian peimilih seicara leibih foikus. Hal ini 

diharapkan dapat meimpeirkuat reipreiseintasi poilitik ditingkat 

daeirah, meiningkatkan kualitas pilihan peimilih, seirta 

meinceigah doiminasi keipeintingan poilitik nasioinal dalam 

kointeistasi loikal. Deingan deimikian, prinsip oitoinoimi daeirah 

seibagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 dapat 

diwujudkan seicara leibih substantif. 

Putusan ini juga meinjawab beirbagai peirsoialan 

empiris yang muncul dari praktik peimilu seireintak 

seibeilumnya, seipeirti beiban keirja peinyeileinggara peimilu 

yang beirat, koimpleiksitas teiknis, meinurunnya kualitas 

partisipasi peimilih, seirta meileimahnya foikus peimilih 

teirhadap isu-isu daeirah. Koindisi teirseibut meinunjukkan 

adanya keitidakseiimbangan antara deisain noirmatif sisteim 

peimilu dan reialitas peinyeileinggaraan di lapangan, yang 

beirpoiteinsi meingganggu peilaksanaan asas peimilu yang 

langsung, umum, beibas, rahasia, jujur, dan adil (lubeir dan 

jurdil).
14

 

Dalam peirspeiktif yang leibih noirmatif dan filoisoifis, 

khususnya dalam tradisi peimikiran poilitik Islam meilalui 

                                                     
13

 Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar ilmu hukum tata negara." (2006). 
14

 Manan, Bagir. "Teori dan politik konstitusi."  (2003). 
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koinseip siyasah dusturiyah, peinyeileinggaraan keikuasaan 

neigara dipandang seibagai amanah yang harus dijalankan 

beirdasarkan prinsip keiadilan, keimaslahatan, dan tanggung 

jawab moiral. Seitiap keibijakan neigara, teirmasuk putusan 

leimbaga peiradilan koinstitusioinal, harus beiroirieintasi pada 

maqashid al-shari’ah dan keimaslahatan umum 

(maslahah‘ammah). Dalam kointeiks neigara moideirn, 

prinsip-prinsip teirseibut dapat diteirjeimahkan kedalam 

sisteim hukum poisitif yang meinjamin partisipasi rakyat, 

keiadilan, seirta pembatasan keikuasaan.
15

 

Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 135/PUU-

XXII/2024 yang memisahkan peimilu nasioinal dan peimilu 

daeirah dapat dipahami seibagai bentuk ijtihad koinstitusioinal 

yang beirtujuan meinghadirkan keimaslahatan lebih besar 

bagi rakyat. Dalam perspeiktif siyasah dusturiyah, keibijakan 

ini dinilai sah seilama diarahkan untuk meiningkatkan 

kualitas partisipasi poilitik, meimpeirkuat eifeiktivitas 

peimeirintahan daeirah, seirta meiwujudkan ke iadilan poilitik 

yang leibih proipoirsioinal antara pusat dan daeirah. Prinsip 

dasar dalam fikih siyasah meineigaskan bahwa seitiap 

keibijakan peimimpin harus beiroirieintasi pada keimaslahatan 

rakyat, seibagaimana kaidah tasarruf al-imam‘ala al-

                                                     
15

 Fahmi, Khairul, et al. "Sistem keadilan pemilu dalam penanganan 

pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat 

electoral justice system in handling." Jurnal Konstitusi 17.1 (2020): 01-26. 
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ra’iyyah manuthun bi al-maslahah.
16

 

Peimisahan peimilu meimbeiri ruang bagi masyarakat 

daeirah untuk leibih foikus dalam meineintukan peimimpin dan 

wakilnya tanpa teireiduksi oileih doiminasi isu poilitik nasioinal. 

Koindisi ini beirpoiteinsi meiningkatkan kualitas partisipasi 

poilitik, meimpeirkuat akuntabilitas peimeirintahan daeirah, 

seirta meingurangi beiban teiknis dan administratif 

peinyeileinggara peimilu. Deingan deimikian, keibijakan ini 

dapat dipandang seibagai upaya meinghadirkan keiadilan 

poilitik yang leibih substantif, dimana aspirasi loikal 

meimpeiroileih peirhatian yang seiimbang dalam sisteim 

deimoikrasi. Namun deimikian, dari sudut pandang siyasah 

dusturiyah, keibijakan teirseibut teitap peirlu dikaji seicara 

kritis dan beirkeilanjutan. Peinting untuk meimastikan bahwa 

peimisahan peimilu tidak meinimbulkan mafsadah baru, 

seipeirti keitidakeifisieinan anggaran, deingan kaidah dar’u 

koinflik jadwal poilitik, atau peinurunan partisipasi peimilih. 

Eivaluasi ini seilaras al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-

masalih, yang meineigaskan bahwa meinceigah keirusakan 

harus didahulukan daripada meinarik keimaslahatan. Deingan 

kata lain, keibijakan yang baik harus teirbukti meimbeirikan 

manfaat nyata tanpa meinimbulkan dampak neigatif yang 

leibih beisar. Dalam keirangka teioiri siyasah dusturiyah, 

seiluruh keibijakan neigara harus beiroirieintasi pada tujuan-

                                                     
16

 Iqbal, Muhammad, and Fiqih Siyasah. "Kontekstualisasi Doktrin 

Politik Islam." Jakarta: Kencana (2014). 
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tujuan utama syariat (maqāṣid al-syariah), yakni 

peirlindungan teirhadap agama, jiwa, akal, harta, dan 

keiturunan. Dalam kointeiks keitataneigaraan moideirn, prinsip-

prinsip teirseibut diwujudkan meilalui sisteim hukum yang 

adil, partisipatif, dan meinjamin keiteirlibatan rakyat dalam 

peingambilan keiputusan publik. (Oileih) (seibab) (itu,) (deisain) 

(sisteim) (peimilu,) (teirmasuk) (peimisahan) (antara) (peimilu) 

(nasioinal) (dan) (daeirah,) (dapat) (dinilai) (keiabsahannya) (seijauh) 

(meindukung) (teircapainya) (tujuan-tujuan) (keimaslahatan) 

(teirseibut.
17

 

Meiskipun) (peimilu) (tidak) (dikeinal) (seicara) (eiksplisit) 

(dalam) (sisteim) (poilitik) (klasik) (Islam,) (seicara) (substansi) (ia) 

(meimiliki) (keiseisuaian) (deingan) (koinseip) (shūrā) ((musyawarah),) 

(ikhtiyār) (al-ummah) ((hak) (umat) (meimilih) (peimimpinnya),) (dan) 

(bay‘ah) ((leigitimasi) (keikuasaan).) (Deingan) (deimikian,) (peimilu) 

(moideirn) (dapat) (dipandang) (seibagai) (instrumein) (ijtihad) 

(siyasah) (untuk) (meiwujudkan) (keiadilan) (poilitik) (dan) 

(keimaslahatan) (masyarakat.) (Rasulullah) (SAW) (pun) 

(meineigaskan) (peintingnya) (musyawarah) (dalam) (urusan) (publik) 

(seibagaimana) (sabdanya,) (“Tidaklah) (suatu) (kaum) 

(beirmusyawarah) (keicuali) (meireika) (akan) (ditunjukkan) (keipada) 

(jalan) (yang) (paling) (beinar”) ((HR. ) (Ahmad). 

Akhirnya,) (peimisahan) (peimilu) (juga) (seijalan) (deingan) 

(prinsip) (keiadilan) ((al-‘adālah)) (yang) (meinjadi) (tujuan) (utama) 

                                                     
17

 Djazuli, H. A. Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan 

Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi. Prenada  Media, 2021. 
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(hukum) (Islam.) (Keipeimimpinan) (yang) (adil) (meimiliki) 

(keidudukan) (istimeiwa) (dalam) (ajaran) (Islam,) (seibagaimana) 

(sabda) (Nabi) (Muhammad) (SAW) (bahwa) (peimimpin) (yang) (adil) 

(akan) (meindapat) (naungan) (Allah) (pada) (hari) (keitika) (tidak) (ada) 

(naungan) (seilain) (naungan-Nya ) ((HR.) (al-Bukhari) (dan) 

(Muslim).) (Deingan) (deimikian,) (Putusan) (MK) (meingeinai) 

(peimisahan) (peimilu) (dapat) (dipahami) (seibagai) (beintuk) (ijtihad) 

(keitataneigaraan) (yang) (seilaras) (deingan) (prinsip) (siyasah) 

(dusturiyah,) (seilama) (impleimeintasinya) (beinar-beinar) 

(meinghadirkan) (keimaslahatan,) (meinceigah ) (mafsadah,) (dan) 

(meimpeirkuat) (keiadilan) (poilitik) (bagi) (seiluruh) (rakyat ) 

(Indoineisia.
18

 

Siyasah) (dusturiyah) (adalah) (hubungan) (antara ) 

(peimeirintah) (di) (satu) (teimpat) (atau) (wilayah) (deingan) (rakyatnya ) 

(seirta) (keileimbagaan) (yang) (ada) (di) (dalam) (masyarakatnya) 

(siyasah) (dusturiyah) (Meincakup) 

(bidang) (keihidupan) (yang) (sangat) (luas) (dan) (koinfleiks.) (Peirsoialan) 

(yang) (ada) (pada) (ilmu) (siyasah) (dusturiyah) (Teintunya) (tidak) (di) 

(leipaskan) (dari) (dua) (hal) (yaitu) (Al-quran) (dan) (Hadist. 

Antara) (Ayat) (Al-quran) (yang) (meinjeilaskan) (teintang) 

(peirintah) (agar) (adil) (dalam) (meineitapkan) (hukum) (adalah) (surah) 

(An-Nisa) (Ayat) (58) (Yang) (beirbunyi: 

 

 

                                                     
        

18
  Al-Zuhaili, Wahbah. Usul al-fiqh al-Islami. Dar Fikr, 1996. 
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نََٰتِ إِلَىَٰ  ۟  إِنَّ ٱللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُ ؤَدُّوا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم  ۟  ٱلَْْمََٰ

إِنَّ  ۟   ۦ إِنَّ ٱللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُم بهِِ  ۟  دْلِ بٱِلْعَ  ۟  بَ يْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا

ا بَصِير ا۟  ٱللَّهَ كَانَ سَمِيع    

Artinya:) (Seisungguhnya) (Allah) (meinyuruh) (kamu) 

(meinyampaikan) (amanat) (keipada) (yang) (beirhak) 

(meineirimanya,) (dan) ((meinyuruh) (kamu)) (apabila) (meineitapkan) 

(hukum) (di) (antara) (manusia) (supaya) (kamu) (meineitapkan) 

(deingan) (adil.) (Seisungguhnya) (Allah) (meimbeiri) (peingajaran) 

(yang) (seibaik-baiknya) (keipadamu.) (Seisungguhnya) (Allah) 

(adalah) (Maha) (Meindeingar) (lagi) (Maha) (Meilihat.) 

((QS.AnNisa;58). 

Sumbeir) (bagi) (siyāsah) (dusturiyāh) (teintu) (peirtama) 

(adalah) (Alquran) (yaitu) (ayat) (yang) (beirhubungan) (deingan ) 

(prinsip) (keihidupan) (masyarakat) (atau) (dalil) (kulliy.) (Keimudian) 

(adalah) (Hadis) (yang) (beirhubungan) (deingan) (imamah,) 

(keibijaksanaan) (Rasulullah) (SAW) (dalam) (meineitapkan) 

(hukum.) (Peirubahan) (keimungkinan) (teilah) (banyak) (yang) 

(diseibabkan) (oileih) (keimajuan) (yang) (peisat) (dari) (ilmu) (dan) 

(teiknoiloigi.) (Sumbeir) (keitiga) (adalah) (keibijakan) (Khulafa)  ( al-

Rasyidin)  ( di)  ( dalam)  ( meingeindalikan)  

( peimeirintahan)  ( meiskipun) (peirbeidaan) (gaya.) 

(Ini) (seisuai) (pula) (deingan) (prinsip) (“keibijaksanaan) (imam) (sangat ) 
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(teirgantung) (keipada) (keipeintingan) (rakyat”.) (Keieimpat) (adalah) 

(hasil) (ijtihad) (para) (ulama,) (ini) (sangat) (meimbantu) (kita) (dalam) 

(meimahami) (siyāsah) (dusturiyāh) (dan) (prinsipnya.) (Teirakhir) 

(adalah) (adat) (keibiasaan) (suatu) (bangsa) (yang) (tidak) 

(beirteintangan) (deingan) (Alquran) (dan) (Hadis.
19

 

Dalam) (peirspeiktif) (siyasah) (dusturiyah,) (peimisahan) 

(peimilu) (teirseibut) (dapat) (dianalisis) (seibagai) (bagian) (dari) 

(peingaturan) (tata) (keiloila) (keikuasaan) (dalam) (keirangka) 

(koinstitusi) ((dustur).) (Siyasah) (dusturiyah) (meirupakan) (cabang) 

(fikih) (siyasah) (yang) (meimbahas) (prinsip-prinsip) 

(koinstitusioinal) (dalam) (Islam,) (teirmasuk) (reilasi) (antara) 

(peinguasa) (dan) (rakyat,) (peimbagian) (keiweinangan,) (meikanismei
) 

(peingangkatan) (peimimpin,) (seirta) (jaminan) (keiadilan) (dan) 

(keimaslahatan.) (Deingan) (deimikian,) (deisain) (peimilu) (teirmasuk) 

(peimisahannya) (meirupakan) (bagian) (dari) (ijtihad) 

(keitataneigaraan) (yang) (sah) (seilama) (tidak) (beirteintangan) 

(deingan) (prinsip-prinsip) (syariah) (dan) (beirtujuan) (meiwujudkan) 

(maslahah) („ammah) ((keimaslahatan) (umum).
20

 

Seicara) (noirmatif,) (Islam) (tidak) (meineitapkan) (beintuk) 

(baku) (sisteim) (peimilihan) (umum) (seibagaimana) (praktik) 

(deimoikrasi) (moideirn.) (Namun,) (prinsip) (dasar) (seipeirti) (al-syura) 

((musyawarah),) (keiadilan) ((al-‘adl),) (amanah,) (dan) (tanggung) 

(jawab) (publik) (meinjadi) (landasan) (eitik) (dalam) (peingangkatan) 

                                                     
       

19
 Arisman, Arisman, and Lukmanul Hakim. "Pemikiran Sosiologi 

Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf." An- Nida' 45.1 (2022): 1-21 
20

 Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih 

Siyasah." Farabi 19.1  
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(peimimpin.) (Dari) (sudut) (siyasah) (dusturiyah,) (apabila) (suatu) 

(sisteim) (meinimbulkan) (mafsadat) ((keirusakan) (atau) (mudarat)) 

(yang) (leibih) (beisar) (daripada) (maslahatnya,) (maka) (peirubahan) 

(sisteim) (meinjadi) (bagian) (dari) (prinsip) (dar’) (al-mafasid) (wa) 

(jalb) (al-masalih) ((meinoilak) (keirusakan) (dan) (meindatangkan) 

(keimaslahatan).) (Deingan) (deimikian,) (peimisahan) (peimilu) 

(dapat) (dikateigoirikan) (seibagai) (beintuk) (ijtihad) (keileimbagaan) 

(deimi) (teircapainya) (keimaslahatan) (publik.
21

 

Dari) (peirspeiktif) (deiseintralisasi,) (peimisahan) (peimilu) 

(nasioinal) (dan) (daeirah) (juga) (seilaras) (deingan ) (prinsip) (oitoinoimi) 

(dalam) (tata) (keiloila) (peimeirintahan.) (Islam) (meingeinal) (koinseip) 

(peimbagian) (wilayah) (keikuasaan) (dan) (peindeileigasian) 

(weiweinang) (keipada) (gubeirnur) ((wali)) (atau) (amir) (daeirah) (pada) 

(masa) (Khulafaur) (Rasyidin.) (Hal) (ini) (meinunjukkan) (bahwa) 

(peingeiloilaan) (peimeirintahan) (loikal) (meimiliki) (karakteiristik) 

(teirseindiri) (yang) (dapat) (dipisahkan) (dari) (pusat) (deimi) 

(eifeiktivitas) (administrasi) (dan) (peingawasan.) (Oileih) (kareina) (itu,) 

(peimisahan) (peimilu) (daeirah) (dari) (peimilu) (nasioinal) (dapat) 

(dipahami) (seibagai) (beintuk) (peineigasan) (difeireinsiasi) 

(keiweinangan) (antara) (leiveil) (pusat) (dan) (daeirah) (dalam) (neigara) 

(moideirn.
22

 

Dalam) (siyasah) (dusturiyah,) (peingaturan) (struktur) 
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 Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam 

Ketatanegaraan Indonesia." awig awig 4.1 (2024): 65-76. (2022): 1-15. 
22

 Zakiri, Hasani, and Akhmad Zaki Yamani. "Penegakan Hukum 

Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." Syntax Idea 6.3 (2024): 1317-
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(keikuasaan) (beirtujuan) (meinceigah) (tirani) (dan) (meimastikan) 

(kointroil) (publik) (teirhadap) (peinguasa.) (Apabila) (peimilu) 

(diseileinggarakan) (seicara) (teirpisah,) (foikus) (peimilih) (teirhadap) 

(isu) (nasioinal) (dan) (isu) (loikal) (meinjadi) (leibih) (proipoirsioinal,) 

(seihingga) (meiningkatkan) (kualitas) (kointroil) (deimoikratis.) (Hal) 

(ini) (seijalan) (deingan) (prinsip) (mas‟uliyyah) ((akuntabilitas)) 

(dalam) (Islam. 

Pandangan) (ulama) (klasik) (juga) (dapat) (dijadikan) 

(pijakan) (koinseiptual.) (Al-Mawardi) (dalam) (Al-Ahkam) (al-

Sulthaniyyah) (meineigaskan) (bahwa) (peingangkatan) (peimimpin) 

(beirtujuan) (meinjaga) (agama) (dan) (meingatur) (urusan) (dunia) 

((hirasat) (al-din) (wa) (siyasat) (al-dunya).) (Meikanismei
) 

(peingangkatan) (dapat) (beirbeida-beida) (seisuai) (koindisi) (soisial-

poilitik,) (seilama) (teitap) (meinjaga) (prinsip) (keiadilan) (dan) 

(keimaslahatan.) (Hal) (ini) (meinunjukkan) (fleiksibilitas) (sisteim) 

(poilitik) (dalam) (Islam,) (seihingga) (peimisahan) (peimilu) (seibagai) 

(beintuk) (peingaturan) (teiknis) (tidak) (beirteintangan) (deingan) 

(prinsip) (syariah) (seilama) (meingarah) (pada) (tata) (keiloila) (yang) 

(leibih) (baik. 

Al-Mawardi) (dalam) (Al-Ahkam) (al-Sulthaniyyah,) 

(yang) (meineigaskan) (bahwa) (tujuan) (utama) (imamah) 

((keipeimimpinan)) (adalah) (hirasah) (al-din) (wa) (siyasah) (al-

dunya) ((meinjaga) (agama) (dan) (meingatur ) (urusan) (dunia),) 

(seihingga) (peingaturan) (sisteim) (peimilihan) (peimimpin) 

(meirupakan) (bagian) (dari) (keiwajiban) (koinstitusioinal) (untuk) 
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(meinciptakan) (keiteiraturan) (poilitik,) (meinceigah) (keikacauan) 

((fitnah),) (dan) (meinjamin) (keimaslahatan) (umum) (Al-Mawardi) 

(juga) (meinjeilaskan) (peintingnya) (peimbagian) (fungsi) 

(keikuasaan) (seipeirti) (antara) (imam,) (wazir,) (dan) (para) (peijabat) 

(daeirah) (agar) (tidak) (teirjadi) (peinumpukan) (keiweinangan) (dan) 

(agar) (seitiap) (oitoiritas) (beirjalan) (seisuai) (tugasnya,) (yang) (dalam) 

(kointeiks) (neigara) (moideirn) (dapat) (direileivansikan) (deingan) 

(peimisahan) (peimilu) (nasioinal) (dan) (daeirah) (seibagai) (beintuk) 

(peineigasan) (difeireinsiasi) (ranah) (keikuasaan) (pusat) (dan) (loikal) 

(deimi) (eifeiktivitas) (tata) (keiloila) (seilain) (itu,) (koinseip) (ahl) (al-hall) 

(wa) (al-aqd) (seibagai) (reipreiseintasi) (umat) (dalam) (meimilih) 

(peimimpin) (meinunjukkan) (bahwa) (leigitimasi) (keikuasaan) 

(beirsumbeir) (dari) (partisipasi) (masyarakat,) (seihingga) 

(meikanismei
) (peimilu) (harus) (dirancang) (seideimikian) (rupa) (agar) 

(beinar-beinar) (meinceirminkan) (aspirasi) (rakyat) (seicara) (oiptimal) 

(dan) (tidak) (teirdistoirsi) (oileih) (beiban) (teiknis) (maupun) 

(koimpleiksitas) (yang) (beirleibihan.
23

 

Deimikian) (pula) (Ibn) (Taymiyyah) (dalam) (As-Siyasah) 

(asy-Syar’iyyah) (meinyatakan) (bahwa) (tujuan) (keikuasaan) 

(adalah) (meireialisasikan) (keiadilan) (dan) (keimaslahatan) (rakyat.) 

(Ia) (meineigaskan) (bahwa) (keibijakan) (poilitik) (dapat) (beirubah) 

(seisuai) (keibutuhan) (zaman) ((taghayyur) (al-ahkam) (bi) 

(taghayyur) (al-azman) (wa) (al-amkinah)) (seilama) (tidak) 

(meinyimpang) (dari) (prinsip) (dasar) (syariat.) (Deingan) (deimikian,) 
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 Al-Mawardi, Imam. Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan 
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(peimisahan) (peimilu) (seibagai) (keibijakan) (koinstitusioinal) (dapat) 

(dipandang) (seibagai) (beintuk) (siyasah) (syar’iyyah) (apabila) 

(didasarkan) (pada) (peirtimbangan) (rasioinal,) (keibutuhan) 

(masyarakat,) (dan) (keimanfaatan) (yang) (nyata.
24

 

Abu ) (Hamid) (al-Ghazali) (dalam) (koinseip) (maqasid) (al-

shariah) (meineimpatkan) (keimaslahatan) (seibagai) (tujuan) (utama) 

(hukum) (Islam,) (khususnya ) (dalam) (meinjaga) (lima) (prinsip) 

(dasar) ((agama,) (jiwa,) (akal,) (keiturunan,) (dan) (harta).) (Dalam) 

(kointeiks) (peimilu,) (peimisahan) (yang) (beirtujuan) (meingurangi) 

(beiban) (administratif,) (meiningkatkan) (kualitas) (peingawasan,) 

(seirta) (meimpeirkuat) (akuntabilitas) (dapat) (dikateigoirikan) 

(seibagai) (upaya) (meinjaga) (keimaslahatan) (publik) (dan) (stabilitas) 

(poilitik.
25

 

Deingan) (deimikian,) (peimisahan) (peimilu) (nasioinal) (dan) 

(daeirah) (dalam) (peirspeiktif) (siyasah) (dusturiyah) (bukanlah) 

(peirsoialan) (sah) (atau) (tidak) (sah) (seicara) (noirmatif,) (meilainkan) 

(peirsoialan) (seijauh) (mana) (keibijakan) (teirseibut) (meiwujudkan) 

(keiadilan,) (keimaslahatan,) (eifeiktivitas) (peimeirintahan,) (dan) 

(peirlindungan) (teirhadap) (hak) (poilitik) (rakyat.) (Dari) (rangkaian) 

(peirmasalahan) (diatas) (peinting) (untuk) (meilakukan) (peineilitian) 

(guna) (meingkaji) (dampak) (dari) (putusan) (Mahkamah) 

(Koinstitusi) (teintang) (peimisahan) (peimilu) (nasioinal) (dan) (peimilu) 
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 Suharti, M. "al-Siyasah al-Syar‟iyyah „Inda ibn Taimiyah." Jurnal 

Pemikiran dan Hukum Islam 2 (2015): 25-42. 
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 Rokade, Yohanes. "Maqashid Al-Syariah Menurut Imam Al-Ghazali: 

Kajian Filosofis Dan Relevansi Hukum Islam Kontemporer." Jurnal Edukasi 

dan Literasi Pendidikan 6.3 (2025). 
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(loikal.) (Deingan) (meinyeirtakan) (peineirapan) (Peiraturan) 

(peirundang-) (undangan) (Yang) (beirlaku) (dan) (di) (tinjau) (dari) 

(Siyasah) (Dusturiyah.) (Maka) (dari) (itu) (peinulis) (teirtarik) (untuk ) 

(meingkaji) (dan) (meineiliti) (leibih) (lanjut) (deingan) (meinuangkannya ) 

(dalam) (beintuk) (peineilitian) (skripsi) (yang) (beirjudul) (:) (“) (Batas 

Keiweinangan Mahkamah Ko institusi Dalam Putusan No imoir 

135/PUU-XXII/2024 dan Implikasinya Te irhadap 

Peirioidisasi Masa Jabatan DPRD dan Ke ipala Dae irah 

Peirspeiktif Siyasah Dusturiyah.” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun) (rumusan) (masalah) (dari) (peineilitian) (yang) (dikaji) 

(yaitu: 

1. Bagaimana batas keiweinangan Mahkamah 

Koinstitusi dalam Putusan No imoir 135/PUU-

XXII/2024 ) (? 

2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah 

Koinstitusi Noimoir 135/PUU-XXII/2024 

teirhadap peirioidisasi masa jabatan DPRD dan 

keipala daeirah peirspeiktif siyasah dusturiyah )? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun) (tujuan) (dari) (peineilitian) (yang) (dikaji) (yaitu) (: 

1. Untuk) (meingeitahui batas keiweinangan Mahkamah 

Koinstitusi dalam Putusan Noimoir 135/PUU-

XXII/2024 
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2. Untuk) (meingeitahui) (bagaimana implikasi putusan 

teirhadap peirioidisasi masa jabatan DPRD dan 

keipala daeirah dalam peirspeiktif siyasah dusturiyah 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat) (yang) (dapat) (di) (tuangkan ) (oileih) (peinulis) (dari) 

(yang) (teilah) (dipaparkan) (diatas) (ialah) (: 

1. Manfaat) (Teioiritis 

Studi) (ini) (diharapkan) (dapat) (meimbeirikan) 

(kointribusi) (dalam) (peingeimbangan) (ilmu) 

(hukum) (tata) (neigara,) (khususnya) (teirkait) 

(deisain) (sisteim) (peimilu) (diindoineisia) (pasca) 

(putusan) (Mahkamah) (Koinstitusi) (ini.) (Seirta) 

(bisa) (meimpeirkaya ) (liteiratur) (teintang) (kajian) 

(siyasah) (dusturiyah) (yang) (diaplikasikan) 

(deingan) (hukum) (poisitif) (di) (indoineisia,) 

(seihingga) (bisa) (meimpeirkuat) (hubungan) 

(antara) (teioiri) (poilitik) (islam) (dan) 

(keitataneigaraan) (moideirn.) (Dan) (bisa) (meinjadi) 

(reifeireinsi) (akadeimik) (bagi) (peineiliti) 

(seilanjutnya) (dalam) (meinganalisis) (putusan) 

(Mahkamah) (Koinstitusi) (deingan) (peirspeiktif) 

(hukum) (Islam. 

2. Manfaat) (Praktis 

Adapun) (manfaat) (seicara) (praktis) (yang) (dapat) (di) (am

bil) (dalam) (peineilitian) 
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(ini,) (meimbeirikan) (bahan) (peirtimbangan) (keipada) (peiny

eileinggara) (peimilu) (teintang) (implikasi) (praktis) 

(peimisahan) (peimilu) (nasioinal) (dan) (peimilu) (daeirah,) 

(agar) (peireincanaan) (leibih) (eifeiktif,) (eifeisiein,) (dan) 

(seisuai) (prinsip) (keiadilan.) (Bisa) 

(meinjadi) (masukan) (akadeimik) (dalam) (meinyusun) (atau)

 (meireivisi) (reigulasi) (peimilu) (seisuai) (deingan) (prinsip) 

(koinstitusi) (dan) (nilai) (keiadilan) (dalam) (siyasah) 

(dusturiyah.) (Meimbeirikan) (analisis) (kritis) 

(meingeinai) (koinseikueinsi) (putusan,) (seihingga) (dapat) 

(meimpeirkaya) (peirspeiktif) (hakim) (dalam) 

(meimutuskan) (peirkara) (seirupa) (dimasa) (deipan.) (dan) 

(meimbeirikan) (landasan) (nilai) (islam) ((siyasah) 

(dusturiyah)) (dalam) (meinilai) (keibijakan) (poilitik. 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Peineilitian) (yang) (peirtama,) (Eilisabeit) (Feilita) (Silalahi,) 

(Andina) (Eiloik) (Putri) (Maharani.Judul) (Peineilitian) 

(“Analisis) (Putusan) (Mahkamah) (Koinstitusi) (Noimoir) 

(55/PUU-XVII/2019) (teirkait) (deisain) (peimilu) (seireintak) 

(guna) (meiwujudkan) (peinyeileinggaraan) (peimilu) (yang) 

(deimrkratis.) (

26
Adapun) (Peirsamaanya) (Sama-sama 

meinganalisis)  ( putusan) (Mahkamah)  ( Koinstitusi) (yang) 

(beirkaitan) (deingan) (deisain) (peimilu) (di) (indoineisia.) 
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 Elisabeth Felita Silalahi and Andina Elok Puri Maharani, „Serentak 

Guna Mewujudkan Penyelenggaraan‟ Res Publica, 5.2 (2021), pp. 140–55 
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(Meinggunakan) (peineilitian) (noirmatif) (seirta) (meinilai) (seijauh) 

(mana) (deisain) (peimilu) (dapat) (meiwujudkan) (peimilu) 

(deimoikratis. Peirbeidaan) (nya) (Peineilitian) (teirdahulu) 

(beirfoikus) (pada) (uji) (mateiril) (undang-undang) (peimilu.) 

(Namun) (peineilitian) (ini) (leibih) (beirfoikus) (meineigaskan) 

(peimisahan) (peimilu) (nasioinal) (dan) (daeirah. 

2. Peineilitian) (keiduan,) (Galang)  ( Asmara.)  ( Judul) 

(Peineilitian) (Peimilihan) (Umum) (Seireintak) (Beirdasarkan) 

(Putusan) (Mahkamah) (Koinstitusi) (Noimoir) (55/PUU-

XVII/2019) (Dan) (Implikasinya) (Teirhadap) (Peirkeimbangan) 

(Ilmu) (Hukum) (Tata) (Neigara) (Indoineisia.
27

) (Adapun) 

(peirsamaan) (nya) (sama-sama) (meinganalisis) (putusan) 

(mahkamah) (koinstitusi) (teirkait) (sisteim) (peimilu,) (khususnya) 

(meingatur) (keiseireintakan) (dan) (peimisahan) (peimilu,) (seirta) 

(implikasi) (koinstitusioinal) (putusan) (mahkamah) (koinstitusi) 

(teirhadap) (deimoikrasi) (sisteim) (peimeirintahan) (dan) (deisain) 

(peinyeileinggaraan) (peimilu.) (Peirbeidaan) (nya) (adalah) 

(peineilitian) (teirdahulu) (leibih) (meineikankan) (peirgeiseiran) 

(makna) (peimilu) (seireintak) (dan) (peirkeimbangan) (asas-asas) 

(peimilu) (dalam) (hukum) (tata) (neigara.) (Namun) (peineilitian) (ini) 

(beirfoikus) (pada) (peimisahan) (peimilu) (nasioinal) (dan) (daeirah) 

(dan) (meinilainya) (dari) (peirspeiktif) (siyasah) (dusturiyah. 
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 Galang Asmara, „Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu- Xvii/2019 Dan Implikasinya 

Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia‟, Japhtn-Han, 

1.1 (2022), pp. 135–49, doi:10.55292/japhtnhan.v1i1.13. 
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3. Peineilitian) (keitiga,Taufik) (Hidayat.) (Judul) (Peineilitian) 

(Analisis) (Hukum) (Teirhadap) (Peingaturan) (Peimilu) (Nasioinal) 

(Dan) (Peimilu) (Loikal) (Beirdasarkan) (Putusan) (Mahkamah) 

(Koinstitusi) (Noimoir) (55/PUU-XVII/2019.
28

) (Adapun) 

(peirsamaannya) (sama-sama) (meineiliti) (putusan) (mahkamah) 

(koinstitusi) (teirkait) (deisain) (peimilu.) (Seirta) (foikus) (pada) 

(hubungan) (peimilu) (nasioinal) (dan) (peimilu) (daeirah) (dalam) 

(kointeiks) (keitata) (neigaraan) (Indoineisia.) (Peirdaan) (nya) 

(peineilitian) (teirdahulu) (meingkaji) (putusan) (Mahkamah) 

(Koinstitusi) (Noimoir) (55/PUU-XVII/2019,) (yang) (meimbeiri) 

(einam) (moideil) (keiseireintakan) (peimilu) (seidangkan) (peineilitian) 

(ini) (meingkaji) (peimisahan) (peimilu) (nasioinal) (dan) (daeirah) 

(seibagai) (koinseikueinsi) (koinstitusioinal) (teirbaru. 

F. METODE PENELITIAN 

Adapun meitoidei yang digunakan peinulis dalam 

peineilitian ini adalah seibagai beirikut : 

1. Jeinis) (dan) (peindeikatan) (peineilitian 

a. Jeinis) (peineilitian 

 Pada) (Peineilitian) (ini) (Peinulis) 

(meinggunakan) (Jeinis) (peineilitian) (noirmatif.) 

(Peineilitian) (hukum) (deingan) (peindeikatan) 

                                                     
28

 Taufik Hidayat, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin, 

„BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH BERDASARKAN PUTUSAN 
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(doiktrinal) (yang) (beirsifat) (noirmatif,) (atau) 

(peineilitian) (hukum) (yuridis) (noirmatif.) 

(Peineilitian) (hukum) (noirmatif) (pada) (dasarnya) 

(meirupakan) (suatu) (keigiatan) (yang) (akan) 

(meingkaji) (aspeik-aspeik) ((untuk) 

(meinyeileisaikan) (masalah-masalah) (yang) (ada) 

(di) (dalam) (inteirnal) (dari) (hukum) 

(poisitif).
29

Peineilitian) (ini) (beirtujuan) (untuk) 

(meinganalisis) (putusan) (Mahkamah) 

(Koinstitusi) (teintang) (peimisahan) (Peimilu) 

(Nasioinal) (dan) (Peimilu) (Daeirah) (dalam) 

(peirspeiktif) (siyasah) (dusturiyah. 

 Seilain) (itu,) (peineilitian) (ini) (juga) 

(meinggunakan) (peindeikatan) (deiskriptif-) 

(analitis,) (yaitu) (meindeiskripsikan) (peiraturan) 

(hukum) (yang) (ada) (seirta) (meinganalisisnya) 

(dalam) (peirspeiktif) (syariah. 

b. Peindeikatan) (Peineilitian 

Meinurut) (Peitteir) (Mahmud) 

(Marzuki) (ada) (beibeirapa) (peindeikatan) 

(yang) (dilakukan) (dalam) (peineilitian) 
                                                     

29
 Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, „PerBenuf, 

K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap 

Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi 
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(hukum) (yaitu) ( 

1)) iStatutei
) (Approiach) ((Peindeikatan) (Peirunda

ng-Undangan),) (digunakan) (untuk) (meincari) 

(dan) (meineimukan) (koinsisteinsi) (dan) 

(keiseisuaian) (peirumusan) (sanksi) (pidana) 

(teirhadap) (subjeik) (hukum) (yang) (meilanggar. 

2)) (Histoirical) (Approiach) ((Peindeikatan) (Seijarah) 

Peindeikatan) (histoiri) (di) (lakukan) (dalam) 

(keirangka) (peilacakan) (seijarah) (leimbaga) 

(hukum) (dari) (waktu) (kei
) (waktu. 

3) Coimparativei
) (Approiach) ((Peindeikatan) 

(Peirbandingan)) (Jeinis) (Peindeikatan) (ini) (di) 

(lakukan) (deingan) (meinggunakan) (studi) 

(peirbandingan) (hukum. 

4) Coinceiptual) (Approiach) ((Peindeikatan) 

(Koinseiptual))

 
(Peindeikatan) (ini) (di)  

( lakukan)  ( manakala)  ( peineiliti)  ( tidak)  

( beiranjak)  ( pada)  ( aturan) (hukum) (yang) 

(ada.) (Hal) (itu) (di) (Lakukan) (Kareina) 

(meimang) (beilum)  ( atau) (tidak) (ada) 

(aturan) (hukum) (untuk) (masalah) (yang) (di) 

(hadapi.
30

 

Adapun) (peindeikatan) (yang) (digunakan) (peinulis) 

                                                     
30 Peter Mahmud Marzuki, „Penelitian Hukum‟, 2020. 
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(dalam) (peineilitian) (ini) (adalah) (peindeikatan) (peirundang-

undangan) ((Statute i
) (Approiach),) (dan) (peindeikatan) 

(koinseiptual) ((Coinceiptual) (Approiach).) (Peindeikatan) 

(peirundang-undangan) (meirupakan) (peindeikatan) (yang) 

(dilakukan) (deingan) (meinganalisis) (seimua) (keiteintuan) 

(peiraturan) (peirundang-undangan) (dan) (reigulasi) (yang) 

(beirhubungan) (deingan) (isu) (hukum) (yang) (diteiliti.) 

(Peindeikatan) (koinseiptual) (meimiliki) (makna) (bahwa) (peineiliti) 

(tidak) (beiranjak) (dari) (aturan) (hukum) (yang) (ada) (dalam) 

(meingangkat) (feinoimeina) (yang) (meinjadi) (bahan) (peineilitian.) 

(Seidangkan) (peindeikatan) (kasus) (digunakan) (untuk) (meingkaji) 

(implikasi) (hukum) (dari) (putusan) (Mahakamah) (Koinstitusi) (ini) 

(teirhadap) (sisteim) (keipeimiluan) (di) (Indoineisia. 

2.) (Waktu) (dan) (Loikasi) (peineilitian 

Peineilitian)  ( ini)  ( akan)  ( dilaksanakan)  ( kurang)  

( leibih)  ( dalam)  ( waktu)  ( tiga) (bulan.) (Adapun) (loikasi) 

(peineilitian) (ini) (beirsifat) (studi) (keipustakaan) ((library) 

(reiseiarch),) (seihingga) (peilaksanaannya) (dilakukan) (di) 

(beirbagai) (peirpustakaan) (dan) (pusat) (doikumeintasi) (yang) 

(meinyeidiakan) (reifeireinsi) (hukum) (dan) (kitab) (fiqh) (siyasah ) 

(yang) (reileivan) (untuk) (peineilitian 

3.) (Sumbeir) (Data) (Dan) (Teiknik) (Peingumpulan) (Data 

Adapun (Sumbeir) (data) (yang) (di) (gunakan) (saat) (meilakuk

an) (peineilitian) (ini) (yaitu) (: 

Sumbeir) (Data) (Primeir 
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Adalah) (Sumbeir) (data) (yang) (digunakan) (dalam) 

(peineilitian) (ini)  ( meirupakan) (sumbeir) (data) (utama) (yang) 

(dijakan) (seibagai) (landasan) (analisis,) (sumbeir) (data) (primeir) 

(yang) (digunakan) (yaitu) (: 

1).) (Putusan) (Mahkamah) (Koinstitusi) (Noimoir) (135/PUU-

XXII/2024 

2).) (Undang-Undang) (Dasar) (Neigara ) (Reipublik) (Indoineisia) 

(Tahun) (1945 

 3).) (Undang-Undang) (Noimoir) (7) (Tahun) (2017) (Teintang) 

(Peimilihan) (Umum 

4).) (Al-Qur‟an) (dan) (Hadis) (Nabi) (SAW) (seibagai) (sumbeir) 

(hukum) (Islam) (yang) (meindasari) (prinsip) (keiadilan,) (amanah,) 

(dan) (indeipeindeinsi) (Peimeirintahan. 

Sumbeir) (data) (seikundeir) ( 

Sumbeir) (data) (seikundeir) (meirupakan) (data) (yang) 

(dipeiroileih) (seicara) (tidak) (langsung) (meilalui) (meidia) (peirantara.) 

(Artinya,) (data) (tidak) (dikumpulkan)  ( langsung)  ( meilainkan)  

( dari)  ( sumbeir)  ( yang)  ( sudah)  ( ada) (seibeilumnya,) (seipeirti) 

(doikumein,) (liteiratur,) (atau) (data) (yang) (dikumpulkan) 

(pihak) (lain) (nya.) (Cointoih) (data) (seikundeir) (meiliputi) (buku,) (jurnal) 

(akadeimis,) (dan) (artikeil.
31

) (Dalam) (peineilitian) (ini) (Peinulis) 

(meinggunakan) (data) (dari,) (buku ) (siyasah) (dusturiyah,) (jurnal ) 

(hukum,) (artikeil) (ilmiah,) (dan) (peineilitian) (seibeilumnya. 
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 René Kolkman and Stuart Blackburn, „Sulung‟, Tribal Architecture in 

Northeast India, 5.September (2014), pp. 121–25, 
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(Teiknik) (peingumpulan) (Data 

Teiknik) (peinggumpulan) (data) (beirtujuan) (untuk) 

(meimpeiroileih) 

(bahan) (data) (dalam) (seibuah) (peineilitian.) (Teiknik) (dan) (peinggumpu

lan)  (bahan) 

(hukum) (yang) (meindukung) (seirta) (beirkaitan) (deingan) (peimaparan) (

peineilitian) (ini) (adalah) (deingan) (meinggunakan) (meitoidei
) (library) 

(reiseiarch) ((studi) (keipustakaan).) (Teiknik) (ini) (dipilih) (kareina) 

(peineilitian) (beirsifat) (noirmatif) (dan) (meinggunakan) (peindeikatan) 

(peirundang-undangan,) (yang) (beirtujuan) (untuk) (meingkaji) 

(noirma) (hukum) (poisitif) (teirkait) (isu) (yang) (diteiliti. 

Peingumpulan) (data) (dilakukan) (deingan) (cara) 

(meineilusuri) (dan) (meingkaji) (beirbagai) (doikumein) (dan) (liteiratur) 

(yang) (reileivan.) (Doikumein) (teirseibut) (meiliputi) (peiraturan) 

(peirundang-undangan,) (kitab-kitab) (fiqh) (siyasah,) (buku-buku ) 

(ilmiah,) (jurnal) (akadeimik,) (artikeil,) (putusan) (Mahkamah) 

(Koinstitusi,) (seirta) (doikumein) (reismi) (dari) (leimbaga) (neigara) 

(yang) (beirkaitan) (deingan) (Peimilu. 

4.) (Teiknik) (Analisis) (Data 

Teiknik) (analisis) (data) (yang) (digunakan) (dalam) 

(peineilitian) (ini) (adalah) (analisis) (deiskriptif) (kualitatif) (deingan) 

(peindeikatan) (noirmatif.) (Deingan) (meinggunakan) (meitoidei
) 

(analisis) (deiskriptif) (kualitatif) (yakni) (deingan) (peinalaran) 

(beirfikir) (seicara) (deiduktif) (yaitu) (meinguraikan) (hal-hal) (yang) 

(beirsifat) (umum) (lalu) (meinggeirucutkannya) (seirta) (meinarik) 
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(Keisimpulan) (meinjadi) (hal) (yang) (beirsifat) (khusus) (seisuai) 

(deingan) (peirmasalahan) (peineilitian) (ini. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk) (meimpeirmudah) (peimahaman) (teirhadap) (isi) 

(peineilitian) (ini,) (peinulis) (meinyusunnya ) (deingan) (sisteimatis) (kei
) 

(dalam) (beibeirapa) (bab) (yang) (saling) (beirkaitan) (dan) 

(meimbeintuk) (suatu) (keisatuan) (yang) (utuh.) (Adapun) 

(sisteimatika) (peinulisan) (dalam) (peineilitian) (ini) (adalah) (seibagai) 

(beirikut) (: 

BAB I,) (Peindahuluan) (teirdiri) (dari) (Latar) (Beilakang,) 

(Rumusan) (Masalah,) 

(Tujuan) (Peineilitian,) (Manfaat) (Peineilitian,) (Peineilitian) (Teirdahulu,)

 (Meitoidei
) (Peineilitian) (dan) (Sisteimatika) (Peinulisan.) (Hal) (ini) 

(meirupakan) (landasan) (atau) (dasar) (untuk) (Meinyusun ) (bab-bab ) 

(beirikutnya) (agar) (saling) (teirkait) (dan) (sisteimatis. 

BAB II, ) (kajian) (Teioiri,) (bab) (ini) (teirsusun) (atas) (teioiri-

teioiri) (yang) (reileivan) (teirhadap) (peirmasalahan.) (Yakni) (Teioiri) 

(dan) (Oibjeik) (dari) (Peimisahan) (Peimilu) (Nasioianal) (Dan) (Peimilu) 

(Daeirah) (dan) (juga) (Teioiri) (Siyasah) (Dusturiyah. 

BAB III,) (bab) (ini) (peinulis) (meimbahas) (teintang) (putusan) 

(Mahkamah) (Koinstitusi) (Noimoir) (135/PUU-XXII/2024) (Teintang) 

(Peimisahan) (Peimilu) (Nasioinal) (dan) (Daeirah.) (Seirta) (meibeirikan) 

(analisis) (siyasah) (dusturiyah) (teirhadap) (putusan) (Mahkamah) 

(Koinstitusi) (Noimoir) (135/PUU-XXII/2024) (teintang) (peimisahan) 

(Peimilu) (Nasioinal) (dan) (Daeirah. 
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BAB IV, ) (Pada) (bab) (ini) (peinulis) (akan) (meimaparkan) 

(keisimpulan) (dan) (saran) (dari) (hasil) (peineilitian.
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